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DTNGAIT RAIIUAT TI'HAIT YAITG UAHA EsA

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

Menimbang

Mengingat

a. balrwa untuk meiaksanalan ketentuan pasal 272
dan 273 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintahan Daerah, dimana perangkat
Daerah men5rusun Rencala Strategis dengan
berpedoman kepada RPJMD, dan Renstra
dimalsud ditetapkan dengan peratural Kepala
Daerah;

b. bahwa dengan telah ditetapkannya peraturan
Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3
Tahun 2O2l Tentang Rencana pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima puluh
Kota Tahun 2O2l - 2026, dipandang perlu
men5rusun Rencana Strategis Badan Keuangan
Kabupaten Lima Puluh KotaTahun 2O2L -2026;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimala
dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu
menetapkan Rencana Strategis Badan Keuangan
Kabupaten Lima Puluh Kota dengan peraturan
Bupati.

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Da_lam
Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);



2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang
Keuangal Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara
dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-l9)
dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman
Yang Membahayalan Perekonomian Nasional dan/
atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indomesia
Tahun 2O20 Nomor 134, tambahan Lembaran
Negara Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang
Sistem Perencanaan Pembangunal Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah pusat
dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2O2O tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti
Undang-Undalg Nomor I Tahun 2020 tentang
Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem
Keuangan Untuk Penanganan pandemi Corona
Virus Disease 2019 (Covid- 19) dan/ atau Dalam
Rangka Menghadapi Ancaman yang
Membalrayakan Perekonomian Nasional dan / atau
Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-
Undang (l,embaran Negara Republik Indomesia
Tahun 2O20 Nomor 134, tambahan Lembaran
Negara Nomor 6516);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka panjang Nasional
Tahun 2OO5-2O25 (l,embaral Negara Republik
Indonesia Tahun 2OOZ Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);



6. Undang-Undalg Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubtik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55g7)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor ll Tahun 2020
Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negari
Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 26g,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601) sebagaimala telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesii
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2O1g tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negari
Republik Indonesia Tahun 2OLB Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6178);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun zOLg
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019
tentang l,aporan dan Evaluasi penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (L,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 52, Tambahan
l,embaral Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

1 1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah
(Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2015
Nomor 80);

12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 202O tentalg
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2O2O-2O24 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O20 Nomor lO);



13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2Ol7 Tentang Tata Cara perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Rencana Pembangunan Jangka panjarg
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara perubahan
Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
t3r2);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7O Tahun
2019 tentang Tentang Sistem Informasi
Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2O 19 Nomor 1 1 14);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9O Tahun
2Ol9 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan
Nomenklatur Perencanaan pembangunan Dan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2O19 Nomor 1447);

16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor
7 Tahun 2OO8 tentang Rencana pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) provinsi Sumatera
Barat Tahun 2OO5-2O25 (Lembaran Daerah
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2OO8 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah provinsi Sumatera
Barat Nomor 27);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Lima puluh Kota
Nomor 10 Tahun 2OlL tentang Rencala
Pembangunan Jalgka Panjang Daerah Kabupaten
Lima Puluh Kota Tahun ZOOS'2O25 (Lembaran
Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011
Nomor 10);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Lima puluh Kota
Nomor 15 Tahun 2016 tentang pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2O16 Nomor
1s);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Lima puluh Kota
Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Lima hrtuh Kota Tahun 202I-2026
(Lembaran Daerah Kabupaten Lima puluh Kota
Tahun 2021 Nomor 3);



Menetapkan

MEMUTUSKAIV

PERATURAN BUPATI TENTANG REITCANA STRATEGIS
BAI}AIT KTUAITGAI{ KABUPATEIY LIMA PULTIH KOTA
TArrur 20/21 -20/26

BAB I
I( TENTUAIT TIMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan
oleh Pemerintah Daerah da, Dewan perwakilan Rakyat Daerah menurut
asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimal<sud dalam Undang-Undang Dasar Republik
Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lima puluh Kota.
4. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
5. Peralgkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Re.rcana Pembangunan Jangka panjang Daerah, yang selanjutnya
disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode
20 (dua puluh) tahun.

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya
disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah
untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan
berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.

8' Rencana strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra
Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat Daerah
untuk periode 5 (lima) tahun.

9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD
adalah dokumen perencanaan perangkat Daerah untuk periode 1 (satu)
tahun.

10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja
Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat Daerah
untuk periode I (sah.r) tahun.

ll.visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada
akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.

12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan
dilaksanakan untuk mewujudkan visi.



13. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam
jangka waktu 5 (lima) tahun.

14. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya
tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang
diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2

Rencana Strategis Badan Keuangan Kabupaten Lima puluh Kota Tahun
2O2l -2026 mempakan :

(1) Penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan
program pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi dengan
mengacu kepada RPJMD Kabupaten Lima puluh Kota tahun 2O2l -
2026, RPJPD 20OS - 2Q25, dan RPJMD Provinsi Sumatera Barat;

(2) Pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Badal Keuangan
Kabupaten Lima Puluh Kota.

BAB III
UAI(SUD DAI| TUrIUAIT

Pasal 3

(1) Maksud pen3rusunan Rencana Strategis Badan Keuangan adalah untuk
menjabarkan visi, misi dan program RPJMD secara operasional dal
teknis sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Badan
Keuangan dan menyediakan suatu acuan dal pedoman pelaksanaan
program, kegiatan, dan sub kegiatan Badan Keuangal selama lima
tahun ke depan;

(2) Tujuan penyusunan Rencana Strategis Badan Keuangan adalah untuk
memudahkan seluruh jajaran pimpinan dan staf Badan Keuangan
dalam menetapkan program, kegiatan, dan sub kegiatan selama lima
tahun serta menjadi pedoman dalam pelaksanaan dan pengawasan
program, kegiatan, dan sub kegiatan tersebut sesuai dengan
kewenangan dan tupoksi.

BA.B TV

RUAITG LIITGKUP
Pasal 4

Ruang lingkup dari Rencana Strategis Badan Keuangan Kabupaten Lima
Puluh Kota mencakup rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan sampai
tahun 2O26, yang akan dijabarkan kedalam rencana program, kegiatan, dan



subkegiatantahunanRencanaKerjaPerangkatDaerahBadanKeuangan
Kabupaten Lima Puluh Kota.

BAB V
DOITIIMEN REITSTRA TAIIT'N 2O2I .20126

Pasal 5

(1) Dokumen Rencana Strategis Badan Keuangan Ihbupaten Lima Puluh
Kota Tahun 2021 - 2026 disusun dengan sistematika penulisan
sebagai berikut :

BABI Pendahulual
BAB II Gambaran Pelayalan Perangkat Daerah
BAE! III Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah
BAB IV Tujuan Dan Sasaran
BAB v Strategi Dan Arah Kebijalan
BAB VI Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan
BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
BAB VIII Penutup

(2) Dokumen Rencana Strategis sebagaimana dimaksud ayat (i)
selengkapnya berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan satu kesatuan yang utuh dan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
K TEI{TUAIT PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengu.ndangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapf,an di Sarilamak
aa September 2021
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KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan

Edafah-Nfa sehingga penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 - 2026 dapat diselesaikan sesuai dengan
waktu yang telah ditentukan.

Resntra Badan Keuangan Kabupaten Lima puluh Kota Tahun ZOZI - 2026
merupakan dokumen perencaniuul Badan Keuangan Kabupaten Lima puluh Kota
untuk periode 5 (lima) tah,n yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, progranL
kegiatan, sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Keuangan fGbrlut"r,
Lima Puluh Kota yang berpedoman pada Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RpJMD).

Proses Penyusunan Renstm Badan Keuangan Kabupaten Lima puluh Kota
meliputi : (l) Persiapan; (2) Penyusunan Rancangan Awal; (3) penyusunan
Rancangan; (4) Pelaksanaan Forum perangkat Daerah/Lintas perangkat baerah;
(5) Perumusan Rancangan Alhir; (6) Penetapan.

Renstra Badan Keuangan Kabupaten Lima puluh Kota akan dijabarkan dalam
Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan Kabupaten Lima puluh Kota yang
merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2022 higg;
tahun 2026. Untuk menjaga konsistensi dan keselmasan kebijakan, program, kegiatan
dan sub kegiatan, maka penyusunan Renja Badan Ke.angan Kabupaten Lima Fuluh
Kota wajib berpedoman pada Renstra Badan Keuangan Kabupaten Llma puluh Kota.

Kami menyadari bahwa Renstra ini masih belum sempurna, maka apabila
terjadi perubahan kebijakan pembangunan ditingkat nasional dan/atau daerah, maka
dapat dilakukan perubahan Renstra Badan Keuangan Kabupaten Lima puluh Kota
sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Sarilamak, 23 September 2021

KEPALA BADAN KEUANGAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

IRWANDI, S.Sos, MM
NIP. 19660913 199603 I 001

qrnstd fdfrufl 2021 - 2026

lBa.[an'l{pungan

Kaqupaun Lina Autufr Kqt



I(4,TA PENGANTAR

Sarilamak, 23 September 2021

KEPALA BADAN KEUANGAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

IRWANDI, S.Sos, MM
NIP. 19660913 199603 I 001

Rgflstrd 1afrun 2021 - 2026

rBadan'l{iutngan

Kpqupdten Lino Qu[ufr Kot

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan
hidayah-Nya sehingga penrusunan Rencana Shategis (Renstra) Badan Keuangan
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 - 2026 dapat diselesaikan sesuai denlaa
waktu yang telah ditentukan.

Resntra Badan Keuangan Kabupaten Lima puluh Kota Tahun ZO2l _ 2026
merupakan dokumen perencaftum Badan Keuangan Kabupaten Lima puluh Kota
unt'k periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasarim, strategi, kebijakan, program,
kegiatan, sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Keuangan rauupaten
Lima Puluh Kota yang berpedoman pada peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RpJMD).

Proses Penyusunan Renstra Badan Keuangan Kabupaten Lima puluh Kota
meliputi : (1) Persiapan; (2) Penyusunan Rancangar Awal; (3) penyrsunan
Rancangan; (4) Pelaksanaan Forum perangkat Daerah/Lintas perangkat baerah;
(5) Perumusan Rancangan Akhir; (6) Penetapan.

Renstra Badan Keuangan Kabupaten Lima puluh Kota akan dijabarkan dalam
Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan Kabupaten Lima puluh Kota yang
mgrupakan dokumen perencan&rn tahunan dalam kurun waktu tah,n 2022 lttnggi
tahun 2026. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program, kegialin
{am sub kegiatan, maka penlusunan Renja Badan Keuangan KabupatJn Lima iuluh
Kota wajib berpedoman pada Renstra Badan Keuangan Kabupaten Llma puluh Kota.

Kami menyadari bahwa Renstra ini masih belum sempurn4 maka apabila
terjadi perubahan kebijakan pembangunan ditingkat nasional dan/atau daerah, maka
dapat dilakukan perubahan Renstra Badan Keuangan Kabupaten Lima puluh Kota
sesuai dengan kaidah dafi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.
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BAB I

PENDAHUI.UAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka melaksanakan amanat peraturan pemerintah Nomor

86 Tahun 2017 Tentang Tata cara perencanaan, pengendarian Dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan peraturan Daerah Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara perubahan Rencana

Pembangunan Jangka panjang Daerah, Rencana pembangunan Jangka Menengah

Daerah, Dan Rencana Kerja pemerintah Daerah. maka Badan Keuangan Kabupaten

Lima Puluh Kota perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021_2026.

Rencana Strategis perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan

Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat Daerah untuk

periode 5 (lima) tahun. Dokumen perencanaan Organisasi perangkat Daerah (OpD)

untuk periode 5 (rima) tahun yang disusun sesuai dengan tupoksi organisasi perangkat

Daerah (OPD) yang memiliki nilai strategis dan penting antara lain :

1. Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen yang menjadi pedoman

Organisasi Perangkat Daerah (OpD) selama 5 (lima) tahun sebagai penjabaran

Rencana Pembangunan Jangka Manengah Daerah (RpJMD).

2. Renstra merupakan dokumen yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan

Rencana Kerja (Renja) Organisasi perangkat Daerah OpD).

3, Rencana Strategis (Renstra) merupakan instrumen pengendalian bagi Satuan

Pengawas lnternal (Spl) Organisasi perangkat Daerah (OpD) agar pelaksanaan

rBatan'l{guangan
1

qgnnrd fdhan 2021 - 2026



fignstra taiun 2021 - 2026

pembangunan jangka menengah dan tahunan daerah mengarah pada pencapaian

visi, misi, tujuan dan sasaran sesuai dengan Rencana pembangunan Jangka

Manengah Daerah (RPJMD).

4. Rencana strategis (Renstra) menjadi alat instrumen mengukur tingkat pencapaian

kinerja kepala Organisasi perangkat Daerah (OpD) untuk pertanggungjawaban

pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi

Organisasi Perangkat Daerah (OpD).

Fungsi Badan Keuangan berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun

2019 Tentang Pengeroraan Keuangan Daerah adarah keuangan daerah harus dikerora

secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungiawab sesuai

dengan azas kepatutan dan rasa keadilan. pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten

Lima Puluh Kota dilaksanakan dalam suatu sistem terintegrasi yang diwujudkan setiap

tahun dalam APBD dan ditetapkan dengan peraturan Daerah. APBD merupakan

instrumen yang menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan

terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah.

Pada dasarnya pAD sebagai sumber pendapatan daerah merupakan sumber

penerimaan yang sangat potensial dalam mendukung struktur ApBD serta

meningkatkan kemampuan daerah dalam membiayai semua kegiatan yang telah

direncanakan. Konsekuensi dari hal tersebut adalah semua sasaran penerimaan yang

telah ditetapkan daram pos penerimaan harus dapat direarisasikan guna mendukung

pelaksanaan semua program pembangunan daerah. pAD sebagai salah satu sumber

penerimaan daerah masih memerlukan optimalisasi pemungutan, pencegahan

kebocoran dan mengkaji kemungkinan menggali sumber_sumber pAD baru yang tidak

memberatkan masyarakat, agar pelaksanaan otonomi daerah benar-benar membawa
@a[an I{juaagatt
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manfaat bagi masyarakat. untuk itu diperlukan upaya-upaya peningkatan efektivitas

dan efisiensi dalam pelaksanaan penggalian dana yang berasar dari pengeloraan

sumber-sumber pendapatan daerah, baik dari pajak daerah maupun retribusi daerah

dengan memperhatikan semua pedoman pemungutan yang masih berlaku maupun

ketentuan-ketentuan yang baru dikeluarkan oleh pemerintah.

Renstra Organisasi perangkat Daerah (OpD) Tahun 2021 _ zOZG disusun

dengan melibatkan berbagai pihak, baik dari rnstansi pemerintah maupun dari

masyarakat melalui Musrenbang dan Forum Gabungan opD yang telah dilaksanakan

sebelumnya. semua usulan program dan kegiatan diterima dan selanjutnya ditelaah

untuk menentukan program dan kegiatan yang menjadi prioritas.

RPJM Daerah ini memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi

pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Organisasi perangkat Daerah

(OPD), lintas Organisasi perangkat daerah (OpD), serta program kewilayahan

dilengkapi dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan pendanaan

yang bersifat indikatif. RpiM daerah menjadi acuan/pedoman bagi Kepala organisasi

Perangkat Daerah (OpD) dalam menyusun Renstra OpD Tahun 2027_?026.

setiap organisasi perangkat Daerah diharuskan menyusun Rencana strategis

(RENSTRA) yang berisikan tentang gambaran umum, tugas pokok dan fungsi, visi, misi,

tujuan, sasaran, strategis dan kebuakan serta program dan kegiatan.

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara serta Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan

Daerah Pasal 272 dan pasar 273, maka pemerintah daerah diwajibkan menyusun RpJp

rBadan I(pangan
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Daerah untuk jangka waktu 20 tahun, RPJM Daerah untuk jangka waktu 5 tahun dan

RKP Daerah sebagai rencana tahunan. Sehubungan dengan hal tersebu! guna

memenuhi semua ketentuan perundang-undangan mengenai perencanaan nasional

maupun daerah daerah maka perlu disusun rangkaian dokumen perencanaen

pembangunan sebagai berikut :

1' RPJP Daerah, berfungsi sebagai dokumen perencanaan makro poritis berwawasan

20 tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang yang akan

digunakan sebagai pedoman penyusunan RpJM Daerah pada setiap s tahun sekari.

3. Renstra OpD, berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dan

merupakan penjabaran teknis RPJM Daerah bagi unit kerja perangkat daerah yang

memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan. program dan kebijakan

pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi OpD untk jangka

waktu 5 tahun dan bersifat indikatif.

4. Renja OPD, sebagai dokumen perencanaan tahunan pada setiap unit kerja

perangkat daerah yang merupakan rencana operasional dari Renstra opD dan

memuat rencana kegiatan pembangunan tahun berikutnya yang dilengkapi

kerangka anggaran dan kerangka regulasi serta pembiayaan yang masih bersifat

indikatif.

@alan'l{gutagan
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2. RPJM Daerah, berfungsi sebagai penjabaran dari RpJp Daerah yang memuat visi,

misi, gambaran umum kondisi masa kini, gambaran umum kondisi yang

diharapkan, analisa lingkungan internal dan eksternal, arah kebijakan. strategis

serta indikasi rencana program dan kegiatan.



5. RKPD, berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan atas Renja OpD setiap

tahun anggaran yanB merupakan bahan utama Musrenbang RKp Daerah yang

berjenjang mulaidari tingkat Nagari, Kecamatan dan Kabupaten.

Atas dasar hal tersebut diatas, ada tiga (3) alasan mengapa perencanaan

strategis itu penting bagi organisasiyaitu :

1. Perencanaan strategis memberikan kerangka dasar dalam semua bentuk

perencanaan lainnya yang harus diambil.

2. Pemahaman tentang perencanaan strategis akan mempermudah pemahaman

bentuk perencanaan lainnya.

3. Perencanaan strategis merupakan titik awar daram pemahaman dan peniraian

berbagai kegiatan pimpinan dalam organisasi.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan

Keuangan Kabupaten Lima puluh Kota iniadalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik tndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4286);

2. undang-undang Nomor l Tahun z0o4 Tentang perbendaharaan Negara (Lembaran

Negara Republik tndonesia Tahun 2004 Nomor S, Tambahan Lembaran Negara

Republik tndonesia Nomor 43S5);

cBa[an \puatgan
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3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun ZO04 Tentang Sistem perencanaan

Pembangunan Nasionar (Lembaran Negara Repubrik rndonesia Tahun 20ol Nomor

2004, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 11421 );

4. Undang-Undang Repubrik rndonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang perimbangan

Keuangan Pemerintah pusat dan pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 20o4 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Repubrik rndonesia

Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun ZO14 Tentang pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Repubrik rndonesie Nomor 55g7) sebagaimana terah dua kari

diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Repubrik rndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik tndonesia Nomor 5679) ;

6' undang-undang Nomor 30 rahun 2014 Tentang Administrasi pemerintahan

(Lembaran Negara Repubrik rndonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5601);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2010 Nomor 123,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun ZOlg Tentang pengelolaan Keuangan

Daerah;

Eaitn fuaangan
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 2g rahun 2020 rentang perubahan peraturan

Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 Tentang pengelolaan Barang milik

Negara/Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun Z0Og Tentang Tahapan, Tatacara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana pembangunan Daerah. (Berita

Negara Republik rndonesia Tahun 20og Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 4817);

11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2o?0 Tentang Rencana pembangunan Jangka

Menengah Nasional Tahun 2O?O-2024;

12' Peraturan Menteri Daram Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah bebrapa kali terakhir

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Z1 Tahun ZO11 Tentang

Perubahan Kedua peraturan Menteri Daram Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita

Negara Republik tndonesia Tahun 2011 Nomor 310);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor g0 tahun zo15 Tentang pembentukan

Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik lndonesia Tahun 2015 Nomor

2036);

14 Peraturan Menteri Daram Negeri Nomor g6 Tahun 20u rentang tata cara

perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi

rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah

daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunann jangka panjang daerah,

rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah

daerah (Berita Negara Republik tndonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

@a[an Kguangan
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15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2o1g rentang sistem lnformasi

Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik lndonesia Tahun 201g Nomor);

15. Peraturan Daerah provinsi sumatera Barat Nomor 7 Tahun z00g rentang Rencana

Pembangunan Jangka panjang Daerah (RpJpD) provinsi sumatera Barat rahun

2005-2025 (Lembaran Daerah provinsi Sumatera Barat Tahun 20Og Nomor 7,

Tambahan Lembaran Daerah provinsi Sumatera Barat Nomor 7);

17. Peraturan Daerah Provinsi sumatera Barat Nomor ls rahun 2012 Tentang Rencana

Tata Ruang Wilayah provinsi Sumatera Barat Tahun 2OlZ-2032 (Lembaran

Daerah Provinsi sumatera Barat rahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran

Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 79);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Lima puluh Kota Nomor Nomor 10 rahun 2011

Tentang Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah Kabupaten Lima puluh

Kota Tahun 2W5-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima puruh Kota Tahun 2011

Nomor 10);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Lima puluh Kota Nomor Nomor 7 Tahun 2012

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lima puluh Kota Tahun

2072-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima puluh Kota Tahun 2012

Nomor 7);

20' Peraturan Daerah Kabupaten Lima puruh Kota Nomor Nomor gG Tahun 2018

Tentang Perubahan pembentukan Atas peraturan Daerah Kabupaten Lima puruh

Kota Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan.

&adtn fuuzngan
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1.3. Maksud Dan Tujuan

a. Maksud

Penyusunan Renstra Badan Keuangan Tahun 2021 - 2020 ini dimaksudkan untuk

menjamin kesinambungan program dan kegiatan daram membantu mewujudkan

visi dan misi kepala daerah.

b. Tujuan

Tujuan Renstra Badan Keuangan Tahun 2021 - 2026 adarah sebagai acuan daram

penyusunan Rencana Kerja Tahunan yang dituangkan ke dalam program dan

kegiatan serta terraksananya pengeroraan keuangan secara tertib, taat aturan,

efisien, ekonomi, efektif, transparan dan bertanggung jawab.

1. Meletakkan landasan yang kuat bagi terwujudnya pelayanan prima dalam

pengelolaan keuangan dan asset/barang daerah yang efektif, efesien,

transparan, terarah dan terkendali untuk mewujudkan tertib administrasi

pengelolaan keuangan dan asset/barang daerah.

2. Mengetahui sejauh mana kebijakan-kebijakan yang diambil dengan maksud

bisa mencapai sasa-n-sasaran strategis yang ingin dicapai serama rima tahun

kedepan.

1.4 Slstematika penulisan

sistematika penurisan Rencana strategis Badan Keuangan Kabupaten Lima puluh

Kota Tahun 2021- 2026 terdiri atas :

Bab I : Pendahuluan

Pada Bab ini dijelaskan tentang latar belakang landasan hukum,

maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Rencana Strategis

Badan Keuangan Kabupaten Lima puluh Kota Tahun ZOZI-ZOZG.

cRlrutra {aliun 2021 - 2026
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Bab ll Gambaran Pelayanan perangkat Daerah

Bab ll memberikan penjelasan tentang tugas, fungsi dan struktur

organisasi Badan Keuangan Kabupaten Lima puluh Kota, sumber daya

Badan Keuangan Kabupaten Lima puluh Kota, kinerja pelayanan Badan

Keuangan Kabupaten Lima puluh Kota dan tantangan dan peluang

pengembangan pelayanan Badan Keuangan Kabupaten Lima puluh

Kota

Bab lll Permasalahan dan lsu-isu Strategis perangkat Daerah

Pada Bab ini dikemukakan mengenai ldentifikasi permasalahan

berdasarkan Tugas dan Fungsi pelayanan OpD, Telaahan Visi, Misi dan

Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Oaerah Terpilih, Telaahan

RENSTRA K/L dan RENSTRA provinsi/Kabupaten/Kota, Telaahan

Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

serta Penentuan lsu-isu Strategis.

Tujuan dan Sasaran

Bab ini menjelaskan tentang Visi dan Misi OpD, Tujuan dan Sasaran

JanBka Menengah Badan Keuangan Kabupaten Lima puluh Kota yang

mengacu kepada tujuan dan sasaran jangka menengah daerah yang

tertuang dalam RPJMD.

Strategi dan Arah (ebijakan

Pada bab ini dikemukakan rumusan pernyataan strategis dan arah

kebijakan Badan Keuangan Kabupaten Lima puluh Kota dalam lima

Bab lV

Bab v
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tahun mendatang yang mengacu kepada strategi dana rah kebijakan

jangka menengah daerah yang tertuang dalam RpJMD.

Bab Vl Rencana Program dan Kegiatan serta pendanaan

Pada bagian ini berisi rencana program dan kegiatan, indikator kinerja,

kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Badan Keuangan

Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025.

Bab Vll Kinerja Penyelenggaraan perangkat Daerah

Bab ini berisi indikator kinerja Badan Keuangan Kabupaten Lima puluh

Kota yang secara langsung menunjukkan kinerja yanga akan dicapai

Badan Keuangan Kabupaten Lima puluh Kota dalam lima tahun

mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujun dan

sasaran RPJMD.

Bab Vlll Penutup

Bab ini berisi tentang catatan pentinB yang perlu mendapat perhatian,

baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya anggaran tidak

sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan renstra Badan

Keuangan Kabupaten lima puluh Kota dan rencana tindak lanjut.

rBalan'l(iruttgan
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BAB II

GAMBARAN PEI.AYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi

2.1.1, Tugas

Berdasarkan peraturan Bupati Lima puruh Kota Nomor g6 Tahun 2o1g rentang

Perubahan Kedua peraturan Bupati Lima puluh Kota Nomor 7r rahun 2016 Tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Keuangan,

bahwa tugas pokok Badan Keuangan Kabupaten Lima puruh Kota adarah membantu

Bupati melaksanakan fungsi penunjang keuangan. secara teknis operasionar bahwa

Badan Keuangan Kabupaten Lima puruh Kota mempunyai tugas pokok membantu Bupati

dalam merumuskan kebijakan dibidang pendapatan, yaitu melaksanakan pemungutan

pajak dan retribusi daerah serta pengelolaan pendapatan lainnya yang sah, serta

melakukan pembinaan administrasi keuangan dan kekayaan/aset daerah.

2.1.2. Fungsi

untuk meraksanakan tugas pokok sebagaimana disebutkan diatas Badan

Keuangan Kabupaten Lima puluh Kota menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan teknis dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;

b. pelaksanaan tugas dukunBan teknis bidang pendapatan, pengeroraan keuangan dan

aset daerah;

c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang

pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;

@a[an \guangan
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d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang bidang pendapatan,

pengelolaan keuangan dan aset daerahi

e. pelaksanaan administrasi badan;

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

2.1.3. Struktur OrSanisasl

Susunan OrBanisasi Badan Keuangan terdiri dari:

1. Kepala Badan

2. Sekretaris (Sekretariat), terdiri dari :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

b. Sub Bagian Keuangan

c. Sub Bagian program dan pelaporan

3. Bidang Perencanaan Anggaran Daerah, terdiridari :

a. Sub Bidang 1;

b. Sub Bidang 2;

c. dan Sub Bidang 3.

4. Bidang Perbendaharaan Daerah, terdiri dari :

a. Sub Bidang 1;

b. Sub Bidang 2;

c. Sub Bidang 3.

cBadan fuualgan
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5. Bidang Akuntansi dan pelaporan Keuangan Daerah, terdiri dari :

a Sub Bidang 1;

b. Sub Bidang 2;

c Sub Bidang 3.

6. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, terdiri dari :

7

a. Sub Bidan8 1;

b. Sub Bidang 2;

c. Sub Bidang 3.

Bidang Perencanaan, pengembangan, pengendalian dan Evaluasi pendapatan

Daerah, terdiri dari :

a. Sub Bidang 1;

b. Sub Bidang 2;

c. dan Sub Bidang 3.

8. Bidang Pengelolaan pendapatan Daerah, terdiri dari :

a Sub Bidang 1

b. Sub Bidang 2,

c dan Sub Bidang 3

9. Unit Pelaksana Teknis

10. Kelompok Jabatan Fungsional

<Balzn'l(gangan
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Adapun rincian Tugas dan Fungsi dari Kepala Badan, Sekretariat serta masing _

masing bidang adalah sebagai berikut:

1. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan bidang

perencanaan anggaran daerah, bidang perbendaharaan daerah, bidang akuntansi

dan pelaporan keuangan daerah, bidang pengelolaan barang milik daerah, bidang

perencanaan, pengembangan, pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah dan

bidang pengelolaan pendapatan daerah kewenangan daerah dan tugas pembantuan

yang ditugaskan kepada Daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan

menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi, pembinaan

dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) serta pengawasan pelayanan

Bidang Perencanaan Anggaran Daerah, Bidang perbendaharaan Daerah, Bidang

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, Bidang pengelolaan Barang Milik

Daerah, Bidang Perencanaan, pengembangan, pengendalian dan Evaluasi

Pendapatan Daerah dan Bidang pengelolaan pendapatan Daerah;

b. pelaksanaan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi serta

pengawasan pelayanan Bidang perencanaan Anggaran Daerah, Bidang

Perbendaharaan Daerah, Bidang Akuntansi dan pelaporan Keuangan Daerah,

Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Bidang perencanaan, pengembangan,

Pengendalian dan Evaluasi pendapatan Daerah dan Bidang pengelolaan

Pendapatan Daerah;

c. Pelaksanaan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi serta

penBawasan pelayanan Bidang pendataan dan penetapan, Bidang penagihan,

Pembinaan dan Evaluasi, Bidang Asset, Bidang Anggaran, Bidang perbendahaan

dan Bidang Akuntansi;

Batan Kjuatgan
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d. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian produk hukum sesuai dengan bidang

tugasnya;

e. Pembinaan. pengawasan, pengendalian dan koordinasi kegiatan bidang teknis

meliputi Bidang Perencanaan Anggaran Daerah, Bidang perbendaharaan Daerah,

Bidang Akuntansi dan pelaporan Keuangan Daerah, Bidang pengelolaan Barang

Milik Daerah, Bidang perencanaan, pengembangan, pengendalian dan Evaluasi

Pendapatan Daerah dan Bidang pengelolaan pendapatan Daerah;

f. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi

pemerintah (AKtp);

g. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan kesekretariatan,

kepegawaian dan rumah tangga Badan;

h. Pembinaan pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran Badan;

i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Uraian tugas Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

a. Merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kinerja (RENJA) badan;

b. merumuskan bahan kebijakan teknis Bidang perencanaan Anggaran Daerah,

Bidang Perbendaharaan Daerah, Bidang Akuntansi dan pelaporan Keuangan

Daerah, Bidang pen8elolaan Barang Milik Daerah, gidang perencanaan,

Pengembangan, pengendalian dan Evaluasi pendapatan Daerah dan Bidang

Pengelolaan Pendapatan Daerah;

c. merumuskan bahan kebijakan teknis bidang pengembangan sumber daya

manusia di Bidang perencanaan Anggaran Daerah, Bidang perbendaharaan

Daerah, Bidang Akuntansi dan pelaporan Keuangan Daerah, Bidang pengelolaan

Barang Milik Daerah, Bidang perencanaan, pengembangan, pengendalian dan

Evaluasi Pendapatan Daerah dan Bidang pengelolaan pendapatan Daerah;

d. merumuskan bahan kebijakan pengawasan pelayanan Bidang perencanaan

Anggaran Daerah, Bidang perbendaharaan Daerah, Bidang Akuntansi dan

Pelaporan Keuangan Daerah, Bidang pengelolaan Barang Milik Daerah, Bidang

Perencanaan, Pengembangan, pengendalian dan Evaluasi pendapatan Daerah

dan Bidang Pengelolaan pendapatan Daerah;

e. Merumuskan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai bidang tugasnya;

lBatan fuuangan
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f melaksanakan kebijakan teknis Bidang perencanaan Anggaran Daerah, BidanB

Perbendaharaan Daerah, Bidang Akuntansi dan pelaporan Keuangan Daerah,

Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Bidang perencanaan, pengembangan,

Pengendalian dan Evaluasi pendapatan Daerah dan Bidang pengelolaan

Pendapatan Daerah;

g. melaksanakan pengawasan pelayanan Bidang perencanaan Anggaran Daerah,

Bidang Perbendaharaan Daerah, Bidang Akuntansi dan pelaporan Keuangan

Daerah, Bidang pengelolaan Barang Milik Daerah, Bidang perencanaan,

Pengembangan, pengendalian dan Evaluasi pendapatan Daerah dan Bidang

Pengelolaan Pendapatan Daerah;

h. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Bupati;

i. Mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan

dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

j. Melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup

tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

k. Melaksanakan koordinasi dengan sekretaris daerah dan instansi terkait lainnya

sesuai dengan lingkup tugasnya;

l. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui

Sekretaris Daerah;

m. Melaksanakan pembinaan akuntabilitas kinerja intansi badani

n. Melaksanakan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah badan;

o. Mengoordinasikan perencanaan, penyelenggaraan, pengendalian dan

pengawasan tugas-tugas sekretariat dan Bidang;

p. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja

bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan
yang berlaku;

Melaksanakan pengawasan penBgunaan anggaran sesuai dengan program dan

kegiatan badan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

q
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r. Melaksanakan pengendalian penggunaan anggaran sesuai dengan program dan

kegiatan badan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

s. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Kepala Badan selaku PPKD mempunyai tugas:

a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;

b. menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan ApBD;

c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan

Peraturan Daerah

d. melaksanakan fungsi BUD;

menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungiawaban

pelaksanaan APBD;

f. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala

daerah.

PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD berwenang:

a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;

b. mengesahkan DPA-OPD/DppA-OpD;

c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;

d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran

kas daerah;

melaksanakan pemungutan pajak daerah;

e

e

f. menetapkan sPO;

g. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama

pemerintah daerah;

melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;

menyajikan informasi keuangan daerah

h
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j. melaksanakan kebUakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang

milik daerah.

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas mengelola urusan kesekretariatan yang meliputi

administrasi umum, keuangan, kepegawaian dan program dan pelaporan. Uraian

tugas Sekretaris sebagai berikut :

a. Membantu Kepala Badan dalam melaksanakan tugas di bidang kesekretariatan;

b. Mengelola penyusunan rencana dan program kerja Sekretariat, sebagai

pedoman pelaksanaan tugas;

c. Memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Badan, yang

berkaitan dengan kegiatan bidang kesekretariatan, dalam rangka pengambilan

keputusan/kebijakan;

d. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada para

Kepala Sub Bagian, sesuai dengan tugas dan fungsinya;

e. Membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas,

peningkatan produktivitas dan pengembangan karier bawahan;

f. Memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas

bawahan;

g. Mewakili Kepala Badan dalam hal Kepala Badan berhalangan untuk melakukan

koordinasi ekstern yang berkaitan dengan tugas-tugas dinas;

h. Mengelola penyusunan rencana dan program kerja Badan, sebagai pedoman

pelaksanaan tugas Badan;

i. Mengkoordinasikan dan mengendarikan peraksanaan administrasi kearsipan,

naskah dinas baik yang masuk maupun keluar;

j. Mengoreksi surat-surat atau naskah dinas di lingkup Badan;

k, Mengatur pelaksanaan layanan di bidang kesekretariatan kepada unit

organisasi di lingkup Badan;

l. Menyusun dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan

dengan Badan;

lBalan'lQuangan
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m. Mengelola pengadaan dan perlengkapan serta rumah tangga yang menjadi

kebutuhan Badan;

n. Mengelola hubungan masyarakat dan keprotokolan Badan;

o. Mengelola evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan kesekretariatan

sesuai ketentuan yang berlaku;

p. Mengelola administrasi dan penatausahaan keuangan Badan;

q. Mengelola perencanaan dan program Badan;

r. Mengelola dan mengkoordinasikan penyusunan rencana anggaran dan

pelaksanaan anggaran lingkup Badan;

s. Memantau, mengkoordinasikan, dan melaporkan setiap kegiatan Badan kepada

Kepala Badan; dan

t. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan, sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

3. Bidang Perencanaan Anggaran Daerah

Bidang Perencanaan Anggaran Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Badan

melaksanakan urusan di Bidang perencanaan Anggaran Daerah yang menjadi

kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Uraian

tugas Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah sebagai berikut:

a. merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) Badan;

b. menyusun rencana operasional Bidang perencanaan Anggaran Daerah

berdasarkan program kerja serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman dalam

pelaksanaan tugas;

c. mendistribusikan tugas kepada bawahan pada Bidang perencanaan Anggaran

Daerah sesuai dengan tugas pokok dan tanggungjawab yang ditetapkan agar

tugas yang diberikan berjalan efektif dan efisien;

d. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan pada Bidang

Perencanaan Anggaran Daerah sesuai dengan peraturan dan prosedur agar tidak

terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
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e. menyelia pelaksanaan tugas bawahan pada Bidang perencanaan Anggaran

secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk

mencapai target yang ditetapkan;

f. mengelola rencana dan program kerja di Bidang perencanaan Anggaran Daerah;

g. merumuskan bahan kebijakan teknis Bidang perencanaan Anggaran Daerah;

h. merumuskan bahan kebijakan teknis bidang pengembangan sumber daya

manusia di Bidang Perencanaan Anggaran Daerah;

i. merumuskan bahan kebijakan pengawasan pelayanan Bidang perencanaan

Anggaran Daerah;

j. mengoordinasikan pengalokasian anggaran dalam penyusunan KUA ppAS dan

KUPAr/PPAS Perubahan;

k. mengoordinasikan penyusunan RKA/DPA SKPD dan atau RKAp/DppA SKpD;

l. menyusun Peraturan Daerah tentang APBD dan peraturan Kepala Daerah

tentang penjabaran APBD;

m. menyusun peraturan kepala daerah tentang teknis penyusunan anggaran SKPD;

n. mengoordinasikan peraturan pendukungperencanaan anggaran;

o. mengoordinasikan perencanaan anggaran pendapatau

p. mengoordinasikan perencanaan anggaran belanja daerah;

q. mengoordinasikan perencanaan anBgaran pembiayaan;

r. menyediakan anggaran kas; dan

s. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Perbendaharaan Daerah

Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Badan

melaksanakan urusan di Bidang perbendaharaan yang menjadi kewenangan daerah
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dan tugas pembantuan yang ditugaskan Kepada Daerah. Uraian tugas Kepala Bidang

Perbendaharaan Daerah sebagai berikut :

a. merumuskan Rencana StrateBis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) Badan;

b. merumuskan bahan kebiiakan teknis Bidang perbendaharaan;

c. merumuskan bahan kebijakan teknis bidang pengembangan sumber daya

manusia di Bidang Perbendaharaan;

d. mengoordinasikan pengelolaan kas daerah;

e. mengoordinasikan pemindahbukuan uang kas daerah;

f. mengoordinasikan penatausahaan pembiayaan daerah;

g, mengoordinasikan pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya;

h. mengoordinasikan penempatan uang daerah dengan membuka rekening kas

umum daerah;

i. mengoordinasikan, pemprosesan penerbitan dan pendistribusian lembar Sp2D;

j. mengoordinasikan pelaksanaan dan penelitian kelengkapan dokumen Spp Dan

SPM, pemberian pembebanan rincian penggunaan atas pengesahan azas gaji

dan non gaji, serta penertiban SKpp;

k. mengoordinasikan penyusunan Iaporan realisasi pengguanaan laporan dan

pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/

pemotongan dan penyetoran perhitungan pihak ketiga (pFK);

l. mengoordinasikan pelaksanaan piutang dan utang daerah yang timbul akibat

pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang

daerah sebagai optimelisasi kas;

m. mengoordinasikan rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta

pemungutan dan pemotongan atas Sp2D dengan instansi terkait;

n. mengoordinasikan penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yang

berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta pefiatausahaan dan

pertanggungjawaban (SPJ);

o. mengoordinasikan pelaksanaan penerbitan SpD Restitusi, pengembalian

kelebihan penerimaan; dan

p. melakanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya.
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5. Bidang Akuntansi dan pelaporan Keuangan Daerah

Kepala Bidang Akuntansi dan pelaporan Keuangan Daerah mempunyai tugas

membantu Kepala Badan melaksanakan urusan di Bidang Akuntansi dan pelaporan

keuangan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang

ditugaskan kepada daerah. uraian tugas Kepara Bidang Akuntansi dan peraporan

Keuangan Daerah sebagai berikut :

a. merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) Badan;

b' merumuskan bahan kebijakan teknis Bidang Akuntansi dan peraporan Keuangan

Daerah;

c. merumuskan bahan kebijakan teknis bidang pengembangan sumber daya

manusia di Bidang Akuntansi dan pelaporan Keuangan Daerahi

d. mengoordinasikan pembukuan anggaran (akuntansi) penerimaan kas daerah;

e. mengoordinasikan pembukuan anggaran (akuntansi) pengeluaran daerah;

f. mengoordinasikan kegiatan penyusunan laporan pertanggungawaban

pelaksanaan ApBD;

g. mengoordinasikan kegiatan penyusunan Laporan pertanggung,iawaban

Pelaksnaaan ApBD pemerintah Kabupaten;

h' mengoordinasikan kegiatan penyusunan Rancangan peraturan Daerah tentang

Pertanggungjawaban pelaksanaan ApBD Kabupaten;

i. melaksanakan konsolidasi seluruh laporan keuangan SKPD, BLUD dan ppKD;

j. menyusun tanggapan terhadap LHp BpK atas Laporan pertanggungiawaban

Pelaksanaan ApBD;

k. melaksanakan rekonsiriasi rearisasi pendapatan dan beranja serta pembiayaan;

l. menyusun analisis Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

m. menyusun kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan

akuntansi pemerintah daerah;

n. menyusun sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah

daerah;

o. melaksanakan verifikasidan pengujian atas bukti memorial;

p. melaksanakan pembinaan dan sosialisasi tentang pengyusunan laporan

keuangan pemerintah daerah sesuai system akuntansi pemerintah daerah; dan
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melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

tu8as dan fungsinya.

6. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah mempunyai tugas membantu Kepala

Badan melaksanakan urusan di Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang

menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada

Daerah. Uraian tugas Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagai berikut

a. merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) Badan;

b. merumuskan bahan kebijakan teknis Bidang pengelolaan Barang Milik Daerah;

c. merumuskan bahan kebijakan teknis bidang pengembangan sumber daya

manusia di Bidang Eidang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

d. mengoordinasikan penyusunan standar harga berdasarkan jenis dan tipe barang;

e. mengoordinasikan penyiapan bahan pertimbangan persetuiuan dalam

penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah;

f. mengoordinasikan penyiapan bahan penimbangan persetujuan dalam

penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah;

g. melaksanakan penatausahaan barang milik daerah;

h. mengoordinasikan pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah;

i. mengoordinasikan pelaksanaan pengamanan fisil! administrasi dan hukum

barang milik daerah;

j. mengoordinasikan penyiapan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan

pemindahtanganan barang milik daerah;

k. mengoordinasikan hasil penilaian barang milik daerah;

[. meneliti dokumen usulan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan dan

penghapusan barang milik daerah;
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m. mengoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan

barang milik daerah;

n. mengordinasikan penyusunan dan penghimpunan laporan barang milik daerah;

o. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan pengelolaan barang milik

daerah; dan

p. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Bidang Perencanaan, Pengembangan, pengendalian dan Evaluasi pendapatan Daerah

Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan, pengendalian dan Evaluasi pendapatan

Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Badan melaksanakan urusan

pemerintahan di Bidang Perencanaan, pengembangan, pengendalian dan Evaluasi

Pendapatan Daerah yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten dan tugas

pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. Uraian tugas Kepala Bidang

Perencanaan, Pengembangan, pengendalian dan Evaluasi pendapatan Daerah

sebagai berikut :

a. merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) Badan;

b. merumuskan bahan kebijakan teknis bidang perencanaan, pengembangan,

Pengendalian dan Evaluasi pendapatan Daerah;

c. merumuskan bahan kebijakan Uraian tugas Kepala Bidang perencanaan,

Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi pendapatan Daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:teknis bidang pengembangan sumber

daya manusia di bidang perencanaan, pengembangan, pengendalian dan

Evaluasi Pendapatan Daerah;

d. merumuskan bahan kebijakan pengawasan pelayanan bidang perencanaan,

Pengembangan, pengendalian dan Evaluasi pendapatan Daerah;

e. melaksanakan perumusan kebijakan teknis perencanaan, pengembangan,

pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah;

f. melaksanakan perumusan kebijakan tentang intensifikasi pajak daerah dan

retribusi daerah;
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g. melakukan analisis regulasi pendapatan daerah;

h. merumuskan standarisasi kebijakan operasional prosedur pajak daerah dan

retribusi daerah;

i. menyusun konsep produk hukum dan pelaksanaan serta teknis pemungutan dan

pengelolaan retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya;

j. menyusun, merumuskan, mengusulkan penetapan dan perubahan tariff

retribusi daerah dan pendapatan lainnya

k. menyiapkan bahan evaluasi rancangan peraturan daearah tentang retribusi

daerah Kabupaten/Kota

l. menyusun dan menyiapkan rancangan peraturan pelaksanaan, petunjuk teknis

bagi hasil pajak

m. melaksanakan monitoring dan sinkronisasi regulasi yang terkeit dengan

pendapatan daerah;

n. melaksanakan perumusan kebijakan tentang system administrasi pelayanan

pajak daerah dan retribusi daerah;

o. melaksanakan perumusan kebijakan strategi penyuluhan dan penyebarluasan

informasi pajak daerah dan retribusi daerah kepada masyarakaU

p. melaksanakan merumuskan kebijakan pelayanan pajak dan retribusi daereah

yang berbasis teknologi informasi;

q. melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam perumusan kebi.iakan

pendapatan daerah;

r. melaksanakan fungsi konsultasi dan pendampingan wajib pajak dan retribusi;

s. menyelenggarakan sistem informasi pajak daerah dan retribusi daerah baik

internal maupun eksternal;

t. melaksanaken pemeliharaan basis data pajak daerah dan retribusi daerah;

u. melaksanakan pemeriksaan pajak daerah;

v. melaksanakan monitoring dan evaluasi pemungutan pajak daerah dan retribusi

daerah; dan

w. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya.
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8. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Kepala

Badan melaksanakan urusan di Bidang Pengelolaan pendapatan Daerah yang menjadi

kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan Kepada Daerah. Adapun

uraian tugas Kepala Bidang Pengelolaan pendapatan Daerah sebagai berikut:

a. merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Keria (RENJAI Badan;

b. melaksanakan pelayanan pendaftaran dan pemungutan pajak daerah dan

retribusi daerah;

c. menyusun rencana kegiatan pendataan pajak daerah

d. melaksanakan pendaftaran, penetapan, pendapatan dan penilaian pajak daerah

dan retribusi daerah;

e. mengoordinasikan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;

f. mengoordinasikan penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak;

g. menyusun laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah;

h. melaksanakan pelaporan pendapatan daerah;

melaksanakan sosialisasi dan konsultasi kebijakan pajak daerah dan retribusi

daerah; dan

j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2 SUMBER DAYA BADAN KEUANGAN

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya baik secara administrasi maupun

operasional pada Badan Keuangan Kabupaten Lima puluh Kota perlu adanya dukungen

sumber daya manusia dan aset/sarana dan prasarana yang dimiliki. Adapun sumber daya

tersebut adalah sebagai berikut :

Aaian'\(luangan
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1, Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur Badan Keuangan Kabupaten Lima puluh

Kota Per 1 Desember 2020 adalah sebanyak 97 orang yang terdiri dari : 54 orang

Pegawai Negeri Sipil dan 33 orang pegawai Kontrak, Secara rinci Data Kepegawaian

Badan Keuangan Kabupaten Lima puluh Kota dapat disajikan pada Tabel berikut ini :

Tabel 2.1

Data Pl{S dan Pegawai Kontrak Badan Xeuangan

Kabupaten Lima puluh l(ota per 1 Desember ZO2O

Berdasarkan Golongan /Ruang, Kelamin dan pendidikan

No.

Goll
RuanB

Kelamin Pendidikan
Jml

l"l( PR SD StTP StTA D1 D2 D3 s1 s2

Nla

2 lY /c L 1 1

3 rv.b 7 7 2 2

4. lV.a 4 L L 4 5

5 ilr/d 6 4 1 7 10

6 lll/c 5 8 1-2 7 13

7 ttvb 4 2 4 2 6

8. lll/ a 3 7 3 7 10

9 tt/d 6 7 6 1 7

rBadan'lGuangan
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Kelamin
No.

Gol/
Ruang

TK PR SD StTP StTA D1 D2 D3 s1 s2

Jml

10. ll/ c 6 3 9 9

tL. r/b 1 7 1

L2 tl/a

13 vd

t4 tlc

15 vb

16.

t7. PTT 1 7 1 1 2

18. THL L7 L4 7 2 3 27 33

Jumlah 97

tBalan'l{guangan
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2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang dimiliki Badan Keuangan Kabupaten Lima puluh

Kota Per 30 Juni ?020adalah:

Tabel 2.2

Data Peralatan Pendukung Operasional

No Jenis Jumlah Satuan Keterangan

I Komputer PC SIPKD 42 u nit

2 Printer SIPKD 5 Unit

3 Kendaraan

- Roda 4

- Roda 2

- Gerobak

10

50

7

Unit

Unit

Unit

4 Meja kerja 40 Unit

5 Meja % biro 43 Unit

6 Meja Telepon L Unit

7 Meja Komputer 33 Unit Baik = 3

Rusak Ringan = 13

d Kursi Tamu 7 Set Diruangan pejabat

eselon ll dan lll

9 Kursi rapat 153 U nit Rusak berat = 35

Rusak Ringan = 5

Qatan'l{jtungan
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No Jenis Jumlah Satuan Keterangan

Baik = 1

Kursi Putar 39 Unit Rusak Berat = 19

Rusak Ringan = 5

11 Kursi Biasa 25 unit Rusak berat = 7

t2 Kursi Lipat 15 Unit Rusak Berat = 10

13 LemariArsip 13 Unit

t4 Lemari Kaca 8 Unit

15 Lemari Besi 34 Unit Rusak berat = 4

Rusak ringan = 1

Baik = 34

16 1

Komputer PC 61 Unit Rusak riiingan = 4

Rusak Berat = 4

Berat = 12

18 Mesin Perforasi z Unit Baik = 2

Rusak Ringan = 1

19 Laptop 33 Unit

zo Filling Kabinet 18 Unit Rusak berat = 11

Rusak ringan = 13

Baik = 5

zt Note Book 28 Unit

22 Printer 155 Unit Mutasi = 20

Wnstrd{afrln 2021 - 2026

Eatan \guangan 31
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No Jenis Iumlah Satuan Keterantan

Rusak Ringan = 14

Rusak Rin8an = 1

Rusak Besart = 41

z3 Scanner 3 Unit

24 Brankas 2 Unit 1= Baik

1=Rusak

75 Dispenser 3 Unit

Mesin Tik 11 Unit Rusak ringan = 5

Baik = 17

1-7 AC 27 Unit

28 Televisi 4 unit

29 Camera Digital 3 Unit

30 Handycam 7 Unit

31 Stabilizer 18 Unit Baik = 2

Rusak ringan = 12

32 Kipas Angin 12 Unit Baik = 5

Rusak ringan = 6

Wnsttd (dh n 2021 -2026

2.3 Kinerja Pelayanan Badan Keuan8an

1. Pencapaian Kinerja pelayanan Badan Keuangan

Badan Keuangan

bertanggunglawab

Kabupaten Lima puluh Kota sebagai instansi yang

daerah dan pengelolaan

6adan I(guangan

dalam pengelolaan keuangan

32
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asset/barang daerah mulai dari proses penganggaran sampai proses

pertanggungiawaban APBD mempunyai tugas antara lain melaksanakan pelayanan

administrasi dan kegiatan keuangan daerah serta pengelolaan asset/barang daerah.

Rencana Strategis menjadi acuan untuk penyusunan rencana jangka pendek.

Penyusunan Rencana Strategis diarahkan dalam rangka mencapai visi dan misi

organisasi, sebagaimana diamanatkan lnpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang

Akutabilitas Kinerja tnstansi pemerintah (AKtp) yang mewajibkan kepada tiap_tiap

instansi pemerintah untuk menyusun Rencana Strategis. penyusunan Rencana

Strate8is Badan Keuangan Kabupaten Lima puluh Kota Tahun ZOZL_ZO?6

berpedoman kepada Rencana pembangunan Jangka panjang Daerah (RpJpD) Tahun

2005-2025 dengan memperhatikan Rencana pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021.

Kegiatan pelayanan di bidang pengelolaan keuangan daerah meliputi penyiapan

bahan penyusunan dan kebijakan keuangan daerah berupa pemberian pedoman

penyusunan anggaran, pedoman penatausahaan keuangan daerah, pedoman

pelaporan keuangan sKpD. serain merakukan pembinaan berupa sosiarisasi dan

pembinaan teknis di bidang pengelolaan keuangan daerah. sedangkan pengelolaan

asset daerah berupa pemberian pedoman penyusunan Rencana Kebutuhan Barang

Milik Daerah dan Rencana Kebutuhan pemeliharaan Barang Milik Daerah, serta

pembinaan pengeloraan asset/barang daerah. Daram peraksanaan kegiatan

pengelolaan administrasi keuangan dan asset/barang daerah dilingkungan

Pemerintah Kabupaten Lima puluh Kota mengikuti peraturan perundang_undangan

yang berlaku.

Baian fuutgan
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Walaupun sudah berhasil mempertahankan wTp dalam 5 Tahun terakhir, namun

masih menyisakan beberapa permasarah yang masih perru dibenahi baik daram

penyusunan laporan keuangan maupun dalam pengelolaan BMD, seperti halnya :

pengelolaan dana BOS, penyajian data piutang pBB, penyerapan dana yang relative

lamban dan akseleratif diakhir tahun serta penyajian nirai asset yang kurang tepat

di perangkat daerah. Namun senantiasa diupayakan perbaikan-perbaikan sehingga

tidak menjadi penghambat untuk perolehan WTp pada tahun_tahun selanjutnya.

Badan Keuangan memiliki peran ganda yaitu sebagai perangkat daerah juga sebagai

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKpKD) sehingga Badan Keuangan

memiliki peran yang strategis dalam pengelolaan keuangan daerah. pengelolaan

keuangan Pemerintah Daerah tidak terlepas dari batasan pengelolaan keuangan

sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah dan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77

Tahun 2020 tentang pedoman Teknis pengelolaan Keuangan Daerah. Badan

Keuangan memiliki fungsi pengkoordinasian pengelolaan keuangan dan barang

daerah, sehingga pelayanan yang diberikan ke perangkat daerah pun sesuai dengan

tugas dan fungsi Badan Keuangan.

Anggaran dan Realisasi Pendanaan pelayanan Badan Keuangan

Pencapaian kinerja pelayanan sudah pasti didukung dengan anggaran keBiatan

sehingga target-target yang ditetapkan ZOI6-ZOZI dapat tercapai. Anggaran dan

Realisasi Pendanaan Perayanan Badan Keuangan selama kurun waktu tahun 201G-

2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

@af,on Kgwngan 40
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2.4 Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Badan Keuangan

Dalam melaksanakan tugas-tugas pelayanan baik terhadap aparatur maupun

pelayanan publik ke depan serta dalam mewujudkan rencana strategis ini perlu

diidentifikasi kekuatan dan kelemahan serta tantangan dan peluang yang akan dihadapi.

Kekuatan dan kelemahan pelayanan Badan Keuangan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.5

Kekuatan dan Kelemahan lnternal

Tebel 2.6

Peluang dan tantangan eksternal

Rumusan Permasalaha

No Kekuatan Kelemahan

1 Tersedianya sarana dan prasarana Kurangnya kompetensi yang dimiliki oleh
aparatur pengelola keuangan, barang
milik daerah dan pendapatan daerah

2 Adanya pejabat fungsional analis
keuangan pusat dan daerah

Pengelolaan keuangan daerah belum
sepenuhnya berbasis elektronik

3 Tersedianya tenaga lT Belum sepenuhnya dilaksanakan SOp
pelayanan pajak daerah

No Tantangan

7 Peran Badan Keuangan yang
strategis

Globalisasi

2 Kepercayaan pimpinan Perbedaan persepsi dalam
memahami peraturan dengan
pemeriksa fungsional

5 Koordinasi yang baik dengan
provinsi dan pusat

@a[an Kpua gan

n Strategis Yang Dihadapi Masa l(ini

43

Sedangkan peluang dan tantangan yang akan dihadapi oleh Badan Keuangan dalam

lima tahun ke depan dapat dilihat pade tabel berikut :

PeluanB

lnformasi semakin terbuka
dan perubahan peraturan
yang sangat cepat
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ldentifikasi kelemahan dan tantangan yang dihadapi diperlukan agar bisa

diantisipasi dan dikelola menjadi potensi sehingga dapat mendorong pelaksanaan

pengelolaan keuangan daerah yang tertib, taat peraturan perundang-undangan,

transparan dan bertanggung jawab.

Supaya ada kesinambungan dalam pencapaian visi, misi dengan nilai yang

diharapkan, perlu dilakukan identifikasi mitra kerja, baik internar maupun eksternar,

termasuk pula stakeholders yang berhubungan langsung dengan implementasi dan

rekomendasi yang dihasirkan daram kebijakan pubrik, baik dari segi sosiar. ekonomi,

politik dan stabilitas kepercayaan masyarakat terhadap penyerenggaraan pemerintah

daerah dan pembangunan di Kabupaten Lima puluh Kota, terutama yang relevan

dengan pelaksanaan hak dan kewajiban daerah. ldentifikasi mitra kerja dan

stakeholders dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.7

ldentifikasi mitra kerja dan stakeholders

No Uraian Ekspektasi yang diharapkan Xeterangan

r Tim penghitungan potensi
pajak daerah dan retribusi
daera h

Peningkatan penerimaan pajak
daerah dan retribusi daerah

mitra kerja

internal

z Tim pemeriksa dan
penertiban pajak daerah
dan retribusi daerah

Peningkatan penerimaan pajak
daerah dan retribusi daerah

mitra kerja

eksternal

3 Tim pengamanan barang
milik daerah

Peningkatan pemanfaatan
barang milik daerah

4 Tim pengembangan

teknologi informasi
Terwujudnya pengelolaan

keuangan daerah, barang milik
daerah, dan pendapatan daerah
berbasis elektronik

mitra kerja

internal

5 OPD Terlaksananya pengelolaan

keuangan daerah, barang milik
mitra kerja

$a[an funangan
44

mitra kerja
e ksterna I
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Rumusan perubahan, kecenderungan masa depan dan
Tupoksl Badan Keuangan Nabupaten Lima puluh Kota.

pengaruh pada

Dari beberapa kekuatan dan peluang yang ada perlu diformulasikan menjadi

suatu perubahan yang signifikan untuk menyongsong masa depan yang lebih efisien,

efektif, berkeadilan dan kepatutan dalam pengelolaan keuangan daerah, baik yang

berhubungan dengan hak maupun kewajiban daerah. Sehingga pendapatan daerah

yang bersumber dari bisa

45

No Uraian Ekspektasi yang diharapkan Keterangan

daerah, dan pendapatan daerah
berbasis elektronik

e ksterna I

6 Nagari Tersalurnya Belanja Bantuan
Keuangan Tepat Waktu

mitra kerja

eksternal

7 KPN Lancarnya dana transfer dari

pusat, terutama yang

berhubungan dengan dana

perimbangan

mitra kerja

eksternal

8. Terfasilitasinya transaksi
keuangan daerah

mitra ker.ia

eksternal

9 Kementerian dan Provinsi Terjalinnya koordinasi yang baik mitra kerja

eksternal

10. Perguruan tinggi Terjalinnya kerja sama mitra kerja

eksternal

11. DPRD Dukungan kebijakan dalam

melaksanakan pengelolaan

keuangan daerah

stakeholders

L2. Pers Terpublikasikannya kegiatan
dan capaian Badan Keuangan

stakeholders

13 Masyarakat Meningkatnya kepuasan
masyarakat terhadap pelayanan
publik

stakeholders

$alan (guangan
PAD, Perimbangan dan Penda patan Lain{ain yang sah

Bank Nagari
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optimal, kemudian kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurangan

nilai kekayaan bersih yang diakibatkan oleh belanja langsung, belanja tidak langsung

dan pembiayaan bisa terselesaikan tepat waktu sebagaimana yang dirumuskan

dalam Renstra Badan Keuangan Kabupaten lima puluh Kota.

Rumusan perubahan internal dan eksternal yarg diperlukan untuk leblh efisien
dan efekif

Dari analisis faktor internal, ternyata tersedianya sarana dan prasarana yang

menjadi prioritas kekuatan sedangkan keremahan yang harus diprioritaskan untuk

ditangani adalah pengelolaan keuangan daerah belum sepenuhnya berbasis

elektronik, prioritas kedua yang kuat adalah adanya pejabat fungsionar analis

keuangan pusat dan daerah sedangkan untuk kelemahannya adalah kurangnya

kompetensi yang dimiliki oleh aparatur pengelola keuangan, barang milik daerah

dan pendapatan daerah. prioritas Kekuatan Ketiga adarah komitmen tersedianya

tenaga lT sedangkan belum dilaksanakannya SOp pelayanan pajak daerah menjadi

kelemahan ketiga,

Analisis faktor eksternal yang menjadi peluang prioritas pertama adalah

Peran Badan Keuangan yang strategis sedangkan yang menjadi tantangannya adalah

Globalisasi, prioritas kedua dalam peluang adalah adanya kepercayaan pimpinan

namun dalam tantangan prioritas kedua tantangannya adalah adanya perbedaan

persepsi dalam memahami peraturan dengan pemeriksa dan prioritas yang ketiga

adalah mudah berkoordinasi dengan provinsi dan pusat sedangkan tantangan

prioritas ketiga adalah lnformasi yang terbuka dan perubahan peraturan yang

sangat cepat.
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8AB t

PERMASATAHAN DAN ISU.ISU STRATEGIS PERANGXAT DAERAH

3.1. ldemifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi pelayanan Badan Keuangan

Mengacu pada tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan Kabupaten Lima puluh

Kota maka peranan Badan Keuangan sangat penting dalam pengelolaan keuangan dan

asset daerah mulai dari proses perencanaan, penganggaran, pencairan, pelaporan dan

pertanggungjawaban APBD, namun peranan penting tersebut tidak akan berjalan

dengan baik apabila tidak didukung oleh sarana dan prasarana serta sumber daya yang

memadai dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi pelayanan.

Terkait dengan pelaksanaan kewenangan dibidang pengelolaan keuangan dan

aset/barang daerah, maka penyusunan rencana strategis perru memperhatikan adanya

isu-isu strategis baik yang berasal dari internal maupun eksternal, antara lain berupa

informasi, kejadian dan dinamika kebutuhan masyarakat yang eksistensinya dapat

mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja Badan Keuangan

Kabupaten Lima puluh Kota, antara lain:

1. Diterbitkannya Peraturan pemerintah Republik rndonesia Nomor 12 rahun 2019

Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menggantikan peraturan pemerintah Nomor

58 Tahun 2005 Tentang pengelolaan Keuangan Daerah;

z' Diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7o rahun 2019 Tentang

sistem lnformasi Pemerintahan Daerah menggantikan peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 98 Tahun 2018 Tentang Sistem lnformasi pembangunan Daerah yang

sudah mengatur informasi pemerintahan daerah dalam satu sistem yang terhubung;
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3' Diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenkratur perencanaan pembangunan dan Keuangan

Daerah untuk mendukung Sistem lnformasi pemerintahan Daerah;

4. Pengelolaan keuangan dan asset daerah berum sepenuhnya menggunakan sistem

elektronik;

5. Kurangnya kemampuan SDM pengelola keuangan dan barang daerah dalam

melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar, sehingga mengakibatkan kurang

optimalnya pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang daerah.

Tabel 3.1. lDENTIFlt(ASt PERMASATAHAN

No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah

Eelum sesuainya pemanfaatan alokasi
anggaran untuk menunjang prioritas
Daerah, Propinsi dan Nasional

Belum maksimalnya kemampuan SDM
dalam Perencanaan Anggaran disebabkan
sering berubahnya regulasi

Masih rendahnya komitmen kepala OpD
dalam Perencanaan Anggaran

Belum konsistenya perencanaan kegiatan
dengan alokasi aliran kas

um maksimalnya kemampuan SDM
dalam pengelolaan perbendaharaan
disebabkan sering berubahnya regulasi

Bel

Belum optimalnya aplikasi StpD pada
modul penatausahaan

7 Belum Optimal
Penyelenggaraan
pengelolaan keuangan
daerah, barang milik
daerah dan
pendapatan daerah
yang efektif berbasis
e lektronik

Belum Optimalnya
Kualitas
Perencanaan
Anggaran

Belum Optimalnya
Kualitas
Pengelolaan
Perbendaharaan
Daerah

Masih belum terkoneksinya sistem
aplikasi pemda dengan lembaga lainnya

Belum Optimalnya
peningkat Kualitas
Pelaksanaan

Akuntansi dan
Pelaporan
Keuangan Daerah

um memadainya Penerapan aplikasiBel
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Masih rendahnya kualitas dan kuantitas
infrastruktur yang terintegrasi

Belum maksimalnya kemampuan SDM
dalam Akuntansi disebabkan sering
berubahnya regulasi

Menuntut kesiapan aparatur untuk
menyesuaikan dengan peraturan
perundang-undangan dalam pengelolaan
asset yang sering berubah

Belum terlaksananya manajemen aset
yang efektif dan efisien

Belum semua aset daerah berupa tanah
bersertifikat

Belum Optimalnya
peningkat kualitas
pengelolaan barang
milik daerah

Belum terkoneksinya StPD dengan
Aplikasi Aset Daerah (StMDA)

Masih kurangnya kompetensi SDM dalam
pemungutan pajak daerah

Belum lengkapnya regulasl pelaksanaan
sebagai pendukung dalam pengelolaan
pajak daerah

Masih kurangnya
tingkat akurasi dan
aktualltas data
pendapatan asli
dae ra h

Belum tersedianya insfrastruktur ETpD
dalam mendukung pengelolaan pajak
daerah

Kurangnya pemahaman masyarakat
terhadap kewajiban pajak daerah

Belum tersedianya tenaga (penilai,
penagih, juru sita, pemeriksa) yang
dibutuhkan sesuai speksifikasi.

Belum optimalnya pemahaman aparatur
terhadap pajak daerah

Belum intensifnya kegiatan pemungutan
pajak daerah yang dilakukan

2 Masih rendahnya
Kemampuan
Pendapatan Asli
Daera h

Rendahnya tingkat
pencapaian

realisasi pajak
daerah dan
retribusi daerah

Belum optimalnya komitmen dan
koordinasi dengan instansi terkait dalam
optimalisasi pemungutan paiak daerah

cBadan'l{guangan
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3.2 Telaahan vlsi, Mrsr Dan program (epara oaerah Dan wakir Kepara Daerah Terpirih

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesuai dengan

amanat UUD 1945, maka pemerintahan daerah diharapkan dapat mengatur dan

mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan,

sebagai upaya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat melalul

peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran sena masyarakat, serta peningkatan

daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip_prinsip demokrasi, pemerataan,

keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah daram sistem Negara Kesatuan

Republik lndonesia.

Visi Kepala Daerah Kabupaten Lima puluh Kota terpilih periode 2O2L_ZOZ6

yaitu : " MEWUJUDKAN UMA pUtUH KOTA YANG MADAN|, BERADAT DAN

BERBUDAYA DATAM XERANGI(A ADAT BASANDI SYARAK, SYARAX BASANDI

KITABULIAH'. Dalam mewujudkan visi tersebut akan ditempuh merarui 5 (rima) Misi

ya itu:

1 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbudaya dan berdaya saing

berlandaskan keimanan.

Dalam rangka membangun sumber daya manusia Kabupaten Lima puluh Kota

yang berkualitas, maka diperlukan upaya peningkatan layanan dan akses

pendidikan dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. peningkatan

kesehatan masyarakat menjadi satu tolak ukur bagi kualitas SDM yang secara

langsung berpengaruh terhadap produktivitas. Sumber daya manusia yang kreatff,

inovatif dan kontributif terhadap pembangunan Kabupaten Lima puruh Kota tidak

akan berpengaruh signifikan terhadap pembangunan Kabupaten Lima puluh Kota

tanpa di dukung oleh derajat kesehatan yang tinggi.

@adan I{euzngan
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Disamping peningkatan terhadap pendidikan dan kesehatan, kualitas sumber daya

manusia juga dapat dilakukan peningkatan terhadap penerapan agama, adat dan

budaya di masyarakat berdasarkan falsafah adat basandi syara,, syara, basandi

Kitabullah dengan melakukan Optimalisasi pendidikan dan fungsi Kelembagaan

agama, adat dan budaya. Penerapan adat dan budaya pada masyarakat dengan

pelestarian budaya, adat istiadat dan tradisi lokal sebagai bentuk kepribadian

masyarakat.

Mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi lintas sektoral yanB

memiliki keunggulan ditingkat local dan regional.

Perkembangan ekonomi memiliki cakupan yang luas meliputi beberapa sektor,

antara lain pertanian, perikanan, pariwisata, industri kecil dan menengah serta

perdagangan dan jasa. Dalam upaya untuk meningkatkan pertumbuhan dan

perkembangan ekonomi masyarakat dapat dilakukan dengan peningkatan

kunjungan wisatawan ke Kabupaten lima puluh Kota, peningkatan produksi dan

produktivitas pertanian dan perikanan, peningkatan pengembangan industri kecil

menengah dan pendapatan daerah.

3 Mendorong potensi nagari sebagai poros pembangunan daerah.

Kabupaten Lima Puluh Kota terdiri dari nagari-nagari yang mempunyai budaya

dan potensi sumber daya yang berbeda. pembangunan tidak semata_mata

dilakukan melalui pembangunan infrastruktur, lebih dari itu pembangunan perlu

mengedepankan pemberdayaan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan

khususnya di nagari. Melalui pemberdayaan masyarakat di harapkan mampu

menciptakan kemandirian nagari dalam mendukung pembangunan Kabupaten

Lima Puluh Kota yang bersinergi dengan Pemerintah Daerah. Salah satu upaya
rBa{an'I{guangan
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dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Lima puluh Kota yaitu dengan

mendorong potensi nagari di sektor ekonomi, sosial dan lingkungan dengan

meningkatkan status dari nagari tersebut.

4. Meningkatkan kualitas layanan publik melalui reformasi birokrasi seutuhnya.

Untuk menjamin tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih,

berwibawa, beretika dan bertanggung jawab maka perlu di tunjang oleh kapasitas

aparatur. Dalam hal ini unsur pemerintahan akan berperan sebagai agen yang

menjaga keseimbangan pembangunan. Aparatur yang berkualitas akan menjadi

katalisator bagi pembangunan Kabupaten Lima puluh Kota.

Upaya-upaya yang dapat di lakukan dalam meningkatkan pelayanan publik

melalui reformasi birokrasi antara lain melalui peningkatan kinerja

penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan

publik.

5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur secara terpadu yang mendorong

pertumbuhan ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik.

Penyediaan infrastruktur dasar memiliki pengaruh luas terhadap pembangunan di

berbagai sektor. rnfrastruktur dasar dalam hal ini meliputi infrastruktur jalan, air

minum, sanitasi, irigasi dan perumahan. Upaya yang dapat dilakukan dalam

meningkatkan pembangunan infrastruktur secara terpadu untuk mendorong

pertumbuhan ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik dengan

melakukan peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur diantaranya yaitu

dengan peningkatan pemenuhan kebutuhan bangunan strategis, peningkatan

kualitas jalan, peningkatan layanan akses air minum dan sanitasi mesyarakat.

52
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Disamplng itu tercukupinya persediaan air irigasi untuk pertanian rakyat terhadap

sistem irigasi yang ada dan peningkatan ketersediaan perumahan permukiman

yang layak bagi masyarakat.

Upaya yang dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas

kehidupan masyarakat yang lebih baik, selain dalam pembangunan infrastruktur

juga diperlukan peningkatan terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan

hidup dengan sasaran yang dapat dilakukan yaitu peningkatan kualitas lingkungan

hidup, peningkatan kinerja penataan ruang wilayah dan penurunan resiko

bencana daerah,

Berkaitan dengan Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Lima puluh Kota

terpilih periode 2OZL-2O26 maka Badan Keuangan menjabarkan misi kedua dan

keempat menjadi rencana strategis Badan Keuangan Kabupaten Lima puluh Kota

Tahun 2021-2026 dengan program prioritas Badan Keuangan Kabupaten Lima puluh

Kota adalah sebagai berikut :

1. Penunjang urusan pemerintahan daerah;

2. Pengelolaan keuangan daerah;

3. Pengelolaan barang milik daerah;

4. Pengelolaan pendapatan daerah.

Selanjutnya sebagai bentuk upaya identifikasi faktor penghambat dan

pendorong terhadap capaian keberhasilan visi dan misi Kepala Daerah dan wakil

Kepala Oaerah secara rinci dapat dilihat pada Tabel 3.1 sebagai berikut :

@atan't(jutrgan
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3,3. Telaahan Renstra X/L dan Benstra Provinsl

3,3.1 Telaahan Restra Kementerlan Keuantan

Dokumen Renstra Kementerian/Lembaga yang memiliki kaitan erat dengan

Penyusunan Renstra Badan Keuangan Daerah adalah dokumen Renstra Kementerian

Keuangan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik lndonesia Nomor

77 /PMK.OLI/2O20 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024,

Visi Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 adalah Menjadi pengelola Keuangan

Negara untuk Mewujudkan Perekonomian lndonesia yang produktif, Kompetitif, lnklusif,

dan Berkeadilan untuk Mendukung Visi dan Misi presiden dan Wakil presiden:

"lndonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian gerlandaskan Gotong

Royong". Kementerian Keuangan melaksanakan Misi presiden dan Wakil presiden

nomor 2 (Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing) dan nomor 3

(Pembangunan yang merata dan berkeadilan), dengan upaya:

1. Menerapkan kebijakan fiskal yang responsif dan berkelanjutan;

2. Mencapai tingkat pendapatan negara yang tinggi melalui pelayanan prima serta

pengawasan dan penegakan hukum yang efektif;

3. Memastikan belanja negara yang berkeadilan, efektif, efisien, dan produktif

4. Mengelola neraca keuangan pusat yang inovatifdengan risiko minimum.

5. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital dan pengelolaan Sumber Daya

Manusia yang adaptif sesuai kemajuan teknologi,

Sementara tujuan Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 adalah sebagai

berikut:

1. Pengelolaan fiskalyang sehat dan berkelanjutan.

2. Penerimaan negara yang optimal.

3. Pengelolaan belanja negara yang berkualitas.

4. Pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, dan pembiayaan yang akuntabel

dan produktif dengan risiko yang terkendali.

5. Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien

EaLan'l{euargat
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Dalam rangka mendukung pencapaian lima tujuan Kementerian Keuangan, telah
menetapkan sepuluh sasaran strategis yang merupakan kondisi yang diinginkan untuk
dicapai oleh Kementerian Keuangan selama tahun 2020-2024 yaitu:

1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pengelolaan Fiskal yang Sehat

dan Berkelanjutan adalah kebijakan fiskal yang ekspansif konsotidatif.

Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan penerimaan Negara yang

Optimal adalah penerimaan negara dari sektor pajak, kepabeanan dan cukai

serta PNBP yang optimal,

Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pengelolaan Belanja Negara

yang Berkuaritas adarah alokasi beranja pusat dan Transfer ke Daerah dan Dana

Desa (TKDD) yang tepat.

Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pengelolaan perbendaharaan,

Kekayaan Negara, dan pembiayaan yang Akuntabel dan produktif dengan Risiko

yang Terkendali adalah:

Pelaksanaan dan pertanggungiawaban anggaran belanja pemerintah yang

3

4

a

c

efektif, efisien, dan akuntabel;

b. Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi

manfaat finansial; dan

Pengelolaan pembiayaan yang optimal dan risiko keuangan negara yang

5

terkendali.

Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Birokrasi dan layanan publik

yang agile, efektif, dan efisien adalah:

Organisasi dan SDM yang optimal;

Sistem informasiyang andal dan terintegrasi;

Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilaitambah; dan

Pelaksanaan tugas khusus yang optimal.

a

b

c

d

cBa[an'\{guangan
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Berdasarkan tugas dan fungsi, Badan Keuangan menunjang pelaksanaan tujuan

Kementerian Keuangan nomor 2,3,4 dan 5, dengan sasaran strategis per masing_

masing tujuan sebagai berikut :

Tujuan 2, Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan penerimaan Negara

yang Optimal adalah penerimaan negara dari sektor pajak, kepabeanan dan cukai

sena PNBP yang optimal. program kegiatan yanB mendukung RPJMD 2021-2025

Kabupaten Lima Puluh Kota adalah program pengelolaan pendapatan Daerah

dengan sasaran strategisnya:

> Peningkatan capaian target pAD yang terdiri penggalian potensi pAD,

optimalisasi pemungutan pAD dan penatausahaan dan pelaporan pAD.

Tujuan 3, Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pengelolaan Belanja

Negara yang Berkualitas adalah alokasi belanja pusat dan Transfer ke Daerah dan

Dana Desa (TKDD) yang tepat;

> Peningkatan dan penatausahaan keuangan nagari

Tujuan 4, Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pengelolaan

Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan pembiayaan yang Akuntabel dan

Produktif dengan Risiko yang Terkendali:

F Pengelolaan kekayaan negara yang optimal

F Pembiayaan yang aman untuk mendukung kesinambungan fiskal

Tujuan 5, Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Birokrasi dan layanan

publik yang agile, efektif, dan efisien adalah

D Peningkatan inovasi pelayanan publik berbasis teknoloBi informasi dengan

peningkatan kompetensi aparatur pelayanan publik yang terpercaya, cepat,

tepat, dan tanggap; serta didukung oleh peningkatan kualitas sarana dan

prasarana pelayanan publik

Eatan fjuangan
58

2

3

1.

4.



Wnstta (dfrffi 2021 - 2026

3.3.2 Telaahan Restra Badan KeuanEan Daerah propinsl Sumatera Barat

Untuk tingkat Provinsi Sumatera Barat kebijakan pembangunan yang harus

diperhatikan dan diprioritaskan dalam pelaksanaan pembangunan daerah terkait

dengan pencapaian Visi dan Misi Gubernur/ Wakil Gubernur yang telah dituangkan

dalam RPJMD tahun 2021-2026 yaitu: .Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang

Unggul dan Berkelanjutan".

Visi Pembangunan Daerah tersebut diwujudkan melalui 7 (tu,uh) Misi

Pemban8unan Provinsi Sumatera Batat ZOZI-ZOZ6, yang terdiri dari :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak Mulia, sehat,

berpengetahuan, terampil dan berdaya saing

2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan farsafah Adat

Basandi Syarak- Syarak Basandi Kitabullah

3. Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas pertanian, perkebunan,

peternakan dan perikanan

4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/ menengah serta ekonomi

berbasis digital

5. Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan

6. Meingkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan

7. Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih,

akuntabel serta berkualitas

Selanjutnya Visi dan Misi diatas dijabarkan menjadi 7 (tujuh) Tujuan dan 32 (Tiga

puluh dua) Sasaran Pembangunan provinsi Sumatera Barat Tahun 2021_2026 yaitu:

Misi 1: Meningkatkan Kualitas sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil

dan berdaya saing.

Tujuan: Mewujudkan Sumber Daya Manusia berakhlak mulia, sehag unggul dan

berdaya saing

Sasaran:
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a) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

b) Meningkatnyakualitaspendidikan

c) Meningkatnya daya saing angkatan keria

Misi 2 : Meningkatken tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat

Basandi Syarak- Syarak Basandi Kitabullah

Tujuan : Mewujudkan ABS - SBK sebagai falsafah kehidupan masyarakat

Sasaran:

a) Meningkatnya ketahanan sosial budaya masyarakat yang berlandaskan ABS-

SBK

b) Meningkatnya budaya literasi

Misi 3: Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan

dan perikanan.

Tujuan : Meningkatkan pendapatan petani

Sasaran :

a) Meningkatnya pendapatan petani pertanian (tanaman pangan, holtikultura,

perkebunan, peternakan, kelautan dan perikanan)

b) Meningkatnya ketahanan dan keragaman pangan

c) Meningkatnya produktifitas kehutanan non kayu.

Misi4: Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/ menengah serta ekonomi

berbasis diBital.

Tujuan: Mewujudkan perdagangan dan industri kecil/ menengah serta ekonomi

diBital yang tangguh dan berdaya saing.

Balat Kjttangan 60



Wwtta (ofrufl 2021 - 2026

Sasaran :

a) Sumatera Barat sebagai pusat perdagangan

b) Terwujudnya pelaku UMKM yang sejahtera

c) Sumatera Barat sebagai pusat industri kecil/ UMKM

d) Meningkatnya peran ekonomi digital

Misi 5 : Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan

Tujuan : Meningkatnya pertumbuhan ekonomi melalui sektor pariwisata dan

ekonomi kreatif.

Sasaran:

a) Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap PDRB Sumatera Barat

b) Meningkatnya kontribusi ekonomi kreatifterhadap PORB Sumatera Barat

c) Menjadikan Sumatera Barat sebagai tujuan wisata yang unggul dan berdaya

sainB

d) Menjadikan sumber sebagai pusat ekonomi kreatif

Misi 5: Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan

Tujuan : Terwuiudnya infrastruktur yang handal dan rata

Sasaran:

a) Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang terintegrasi

b) Meningkatkan kesiapsia8aan menghadapi bencana

c) Mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas

d) Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur lingkup pertanian
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MIsl 7: Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih,

akuntabel serta berkualitas.

Tujuan : Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah dengan aparatur yang

melayani

Sasaran:

a) Meningkatkan kualitas tata kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel

b) Meningkatnya kinerja birokrasi

c) Meningkatnya kualitas pelayanan publik.

Berdasarkan tugas dan fungsi Badan Keuangan Kabupaten Lima puluh Kota menunjang

pelaksanaan tujuan Propinsi Sumatera Barat nomor 7 dengan saseran strategis:

a) Meningkatkan kualitas tata kelola birokrasiyang bersih dan akuntabel

b) Meningkatnya kinerja birokrasi

c) Meningkatnya kualitas pelayanan publik.

3,4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kaiian Lin8kungan Hidup Strategis

Telaahan Rencana Tata RuanE Wilayah (RTRWI

Dalam konteks Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lima puluh Kota, ke

depan Kabupaten Lima Puluh Kota berupaya mewujudkan ruang wilayah yang aman,

nyaman, produktif dan berkelanjutan berbasis pada sektor pertanian, industri dan

pariwisata serta mampu mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam dan

melindungi masyarakat darl bencana alam.

Berdasarkan tuiuan penataan ruang wilayah Kabupaten Lima puluh Kota,

maka kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten meliputi;

1. Pengembangan pusat kegiatan permukiman sebagai penunjang kegiatan industri

dan pariwisatai
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2. Pengembangan pusat kegiatan permukiman sebagai penunjang kegiatan agropolitan

3. Pengembangan transportasi untuk menunjang kegiatan permukiman perkotaan dan

permukiman perdesaan serta integrasi antar kegiatan wilayah;

4. Pemerataan prasarana wilayah untuk mendukung kegiatan pertanian, industri dan

pariwisata;

5. Pemantapan perlindungan kawasan lindung untuk menjaga kelestarian lingkungan

sumberdaya alam dan buatan;

6. Pengembangan kawasan budidaya dengan tetap menjaga sistem keberlanjutan

dalam jangka panjang;

Kajian Llngkungan Hidup Strategi

Kajian Lingkungan Hidup Strategi (KLHS) adalah rangkaian analisis yang

sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip

pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam

pembangunan suatu wilayah dan atau kebijakan, rencana dan program (KRp), melalui

antisipasi kemungkinan dampak negatif KRp terhadap lingkungan hidup dan

mengevaluasi sejauh mana KRP yang akan diterbitkan berpotensi : meningkatkan

resiko perubahan iklim, meningkatkan kerusakan, kemerosotan atau kepunahan

keanekaragaman hayati, meningkatkan intensitas bencana banjir, longsor, kekeringan

dan/atau kebakaran hutan dan lahan terutama pada daerah yang kondisinya telah

tergolong kritis, menurunkan mutu dan kelimpahan sumber daya alam terutama pada

daerah yang kondisinya telah tergolong kritis, mendorong perubahan penggunaan

dan/atau alih fungsi kawasan hutan terutama pada daerah yang kondisinya telah

tergolong kritis, meningkatkan jumlah penduduk miskin atau terancamnya

keberlanjutan penghidupan (livelihood sustainability) sekelompok masyarakat

dan/atau meningkatkan resiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia,

KLHS juga merupakan salah satu pilihan alat bantu melalui perbaikan

kerangka pikir (Jramework of thinkingl perencanaan tata ruang wilayah dan

perencanaan pembangunan daerah untuk mengatasi persoalan lingkungan hidup yang

bertujuan untuk mengarusutamakan lmoinstreamingl prinsip-prinsip pembangunan

berkelanjutan di dalam kebijakan, rencana dan program yang tertuang dalam rencana
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tata ruang maupun rencana pembangunan sehingga kebijakan, rencana dan program

tersebut dapat disempurnakan.

KLHS merupakan amanat dari Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 15 ayat (1) dimana pemerintah

dan Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip

pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam

pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program. Dalam

Pasal yang sama ayat (2) juga dinyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah Daerah

wajib melaksanakan KLHS ke dalam penyusunan atau evaluasi Rencana Tata Ruang

Wilayah (RTRW) beserta rincian Rencana pembangunan Jangka panjang (RpJp) dan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RpJM) nasional, provinsi dan

kabupaten/kota dan kebijakan, rencana dan/atau program yang berpotensi

menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup. Kajian LingkunBan Hidup

Strategi (KLHS) adalah kajian yang harus dilakukan pemerintah Daerah sebelum

memberikan izin pengelolaan lahan.

Kajian Lingkungan Hidup Strategi (KLHS) tertuan8 dalam UU No 32 Tahun

2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup. pembuatan Kajian

Lingkungan Hidup Strategi (KLHS) ditujukan untuk memastikan penerapan prinsip

pembangunan suatu wilayah, serta penyusunan kebijakan dan program pemerintah.

Didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Badan Keuangan memiliki faktor-

faktor eksternal yang dapat mendukung dan iuga dapat menjadi hambatan. Namun

demikian dalam pelaksanaannya dituntut untuk dapat mencari alternatif-alternatif

yang terbaik dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada.

3.5 Penentuan lsu-lsu Strat€tis

lsu strategis adalah kondisi atau hal yang harus dikedepankan dalam

perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah

dengan karakteristik bersifat pentin& mendasar, mendesak, berjangka panjang dan

menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

Dengan mempertimbangkan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Keuangan dalam
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memberikan pelayanan publik, telaahan terhadap tata ruang, KLHS, Renstra

Kementerian/Lembaga/Renstra OpD provinsi serta dengan mengacu kepada telaahan

visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih, maka disusunlah lsu-lsu

Strategis Badan Keuangan Kabupaten Lima puluh Kota Tahun 2021-2026 sebagai

berikut:

1. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari pajak Daerah, Retribusi

Daerah dan Lain - lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

2. Kualitas pelayanan pajak

3. Kompetensi sumber daya aparatur Badan Keuangan

4. Pembangunan dan Pengembangan teknologi informasi yanB terintegrasi

5. Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah yang transparan dan akuntabel
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BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Badan K€uangan

Untuk merealisasikan pelaksanaan misi tersebut diatas, perlu ditetapkan

tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Tujuan

dan sasaran ini ditetapkan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan

yang akan dilaksanakan oleh Badan Keuangan Kabupaten Lima puluh Kota. Adapaun

tujuan dan sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

A. Tuiuan

Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan misi,tujuan adalah sesuatu

yang akan dicapai etau dihasilkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

Penetapan tujuan pada umumnya didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan

yang dilakukan setelah penetapan visi dan misi. Tujuan tidak harus dinyataken

dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan kondisi yang ingin

dicapai dimasa mendatang.

Adapun tujuan yang ingi dicapai Badan Keuangan Kabupaten Lima puluh Kota

adalah:

1. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

2. Peningkatan pengelolaan keuangan daerah, barang milik daerah dan

pendapatan daerah yang efektif berbasis elektronik

rBa[an I{iungan
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B. Sasaran

lBatan \guaagan 67

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan

secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untu dapat dilaksanakan dalam

jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Adapun Sasaran organisasi merupakan

bagian yang integral dalam perencanaan strategi organisasi. Sasaran tersebut harus

berisi pernyataan apa yang ingin dicapai organisasi dalam kurun waktu tertentu.

Adapun Sasaran yang ingin dicapai Badan Keuangan Kabupaten Lima puluh Kota

adelah sebagal berikut :

a. Terwujudnya peningkatan kemampuan keuangan daerah;

b. Meningkatnya Kualitas Perencanaan Anggaran.

c. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan perbendaharaan Daerah

d. Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Akuntansi dan pelaporan Keuangan Daerah

e. Meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah

f. Tercapainya akurasi dan akualitas data penerimaan daerah

f. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Keuangan dan reformasi Birokrasi
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BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBUAKAN

Dalam rangka menunjang kelancaran dan tercapainya tujuan dan sasaran yang

telah ditetapkan tersebut diatas, maka perlu menyusun dan melaksanakan strategi secara

tepat yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas

sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD). Strategi dan arah kebijakan juga merupakan rumusan perencanaan komprehensif

tentang ba8aimana Badan Keuangan dapat mencapal tujuan dan sasaran dengan efektif dan

efisien.

Hasil analisis sasaran untuk menentukan faktor kunci keberhasilan dengan

didukung data yang valid dan relevan merupakan prasyarat awal bagi penetapan strategi.

Dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan yang ada, maka untuk lima tahun yang

akan datang Badan Keuangan Kabupaten Lima puluh Kota menyusun strategi dan kebijakan

dari masing{asing misi , yaitu :

A. Meningkatkan kemandirian keuangan daerah

Strategi

1. Meningkatkan penerimaan pajak daerah

2. Meminimalisir kebocoran retribusi daerah

3. Penyesuaian dasar pengenaan pajak

4. Peningkatan basis data perpajakan

5. Memperluas basis penerimaan retribusi daerah

6

7

Melakukan efisiensi pemungutan

Meningkatkan penerimaan dengan memperbaiki perencanaan

<Balan'l{euangan
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8. Meningkatkan pengawasan

l(ebijakan

1. lntensifikasi dan ekestensifikasi pajak daerah

2, Menerapkan uang elektronik

3. Melakukan pemutakhiran Zona Nilai Tanah

B. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan pelayanan publik

Strategi

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur

Z. Menerapkan pengelolaan keuangan daerah, barang milik daerah dan pendapatan

daerah berbasis elektronik

Kebijakan

1. Memberikan diklat dan bimtek bagiaparatur

2. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang

(Bdtan Keuawd 7L
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BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Untuk mencapaiVisi, Misi, Strategi dan Kebijakan yang telah ditetapkan diperlukan

serangkaian program dan kegiatan yang akan dilaksanakan beserta sumber pendanaannya

baik yang berasal dari APBD Kabupaten, APBD propinsi, APBN dan sumber-sumber

pendanaan lainnya yang syah dalam 5 (lima) tahun dan tahunan sesuai dengan permendagri

Nomor 90 tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang urusan pemerintahan daerah.

2. Program Pengelolaan keuangan daerah

3. Program Pengelolaan barang milik daerah

4. Program Pengelolaan pendapatan daerah

Selanjutnya seluruh program ini dijabarkan kedalam kegiatan-kegiatan sebagaimana

berikut.

a. Program Penunjang urusan pemerintahan daerah.

1) Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah

2l Administrasi keuangan perangkat daerah

3) Administrasi kepegawaian perangkat daerah

4) Administasri umum perangkat daerah

5) Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah

6) Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
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7l Pemeliharaan barang milik daerah

8) Penunjang urusan pemerintah daerah

2. Program Pengelolaan keuangan daerah

(1) Koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah

(2) Koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah

(3) Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah

(4) Penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah

(5) Pengelolaan data dan implementasi system informasi pemerintahan daerah lingkup

keuangan daerah

3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

1) Pengelolaan Barang Milik Daerah

4. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

1) Pengelolaan pendapatan daerah
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qgnstra fafrun 2021 - 2026

BAB VII

KINERJA PENYETENGGARAAN BIDANG URUSAN

Rencana stragis (Renstra) Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai salah

satu SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam melaksanakan tugas

pokok dan fungsinya tidak terlepas dari Rencana Pembangunan Jangka Menen8ah Daerah

(RPIMD) Kabupaten Lima Puluh Kota. Adapun keterkaitan indikator kineria Badan Keuangan

dengan tujuan dan sasaran yang mengacu pada RPJMD adalah mendukung untuk pencapaian

misi ke 2 dan ke 4 dari RPJMD yaitu : Misi 2. Mendorong pertumbuhan dan perkembangan

ekonomi lintas sektoral yang memiliki keunggulan ditingkat lokal dan regional serta Misi 4:

Meningkatkan kualitas layanan publik melalui reformasi birokrasi seutuhnya.

Sehubungan hal diatas, indikator kineria yang dibuat oleh Badan Keuangan

menunjukan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen

untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD baik secara langsung maupun

secara tidak langsung sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran

RPJMD yang disajikan dalam tabel berikut ini:
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BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan Kabupaten Lima puluh Kota ini

diharapkan dapat dipakai sebagai acuan dalam perencanaan, penyusunan dan penilaian

upaya Badan Keuangan Kabupaten Lima puluh Kota dalam kurun waktu 5 (lima) tahunan

yaitu tahun 2o2t-2026. Rencana strategis (Renstra) ini disusun sedemikian rupa sebagai hasil

pencapaiannya dapat dipergunakan sebagai bahan penyusunan Laporan Kiner.ia Tahunan.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Rencana strategis (Renstra) ini

diucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya dan semoga upaya Badan Keuangan

Kabupaten Lima Puluh Kota dimasa 5 (lima) tahun tersebut dapat terarah dan terukur.

selanjutnya Rencana strategis (Renstra) Badan Keuangan Kabupaten Lima puluh Kota Tahun

2ozL-2o26 ini hanya dapat dilaksanakan dan tercapai tuiuannya apabila dengan dedikasi dan

kerja keras. terutama oleh semua aparatur di lingkungan Badan Keuangan Kabupaten Lima

Puluh Kota.

Demikian Rencana strategis (RENSTRA) Badan Keuangan Kabupaten Lima puruh

Kota disusun, Renstra ini akan menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

dilingkungan Badan Keuangan.

Kami sadari uraian Renstra ini masih jauh dari sempurna, untuk itu sumbang saran

dan masukan dari berbagai pihak sanBat kami harapkan demi perbaikan dimasa yang akan

datang

Pada hakikatnya, suatu rencana hanya akan berhasir dengan baik apabira daram

pelaksanaannya mendapat dukungan maksimal dari seluruh komponen yang ada, tidak hanya

cBa[an fuuangan 86
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\grutra tafrua 2021- 2026

dari sisi pelaksana, tapi yang terpenting adalah kesadaran dan partisipasi seluruh stake

holder dan masyarakat secara luas.

Akhir kata, hanya keridoan A[ah swr semata yang kita harapkan demi tercapainya

tujuan renstra ini, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat, karunia serta

bimbingannya kepada kita semua. Aamiin

Sarilamak. 23 September 2021

ANKEUANGAN
KABUPA LIMA PULUH KOTA

IRW I S.Sos, MM
NIP. 19660913 i99603 I 001
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